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Abstrak
 

Skripsi ini membahas tentang perbandingan peraturan perundangan skema program antara Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan dalam program BPJS Kesehatan oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia dan National Health Insurance (NHI) di Taiwan. Dua

fokus permasalahan yang diteliti adalah pengaturan hukum yang mengatur skema program jaminan

kesehatan nasional kedua negara dan juga perbandingan kedua skema tersebut. Penelitian ini dilakukan

dengan metode yuridis-normatif dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

skema program JKN di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial. Sementara itu, National Health Insurance di Taiwan, yang dijalankan oleh National Health Insurance

Administration, diatur oleh National Health Insurance Act Taiwan Tahun 1994. Terdapat persamaan dan

perbedaan dalam aspek kepesertaan, fasilitas dan pelayanan kesehatan, serta sumber pendanaan di kedua

skema tersebut. Baik program BPJS Kesehatan maupun National Health Insurance menerapkan kepesertaan

wajib dan dibiayai melalui iuran peserta, hasil investasi, dan alokasi dana pemerintah. Namun, klasifikasi

kepesertaan dan fleksibilitas pemilihan layanan kesehatan di kedua negara berbeda. Skripsi ini menyarankan

agar program BPJS Kesehatan mengadopsi pemberlakuan premi tambahan yang besarannya ditentukan

berdasarkan kondisi finansial masing-masing peserta, seperti yang dilakukan oleh NHI Taiwan, untuk

menciptakan sistem premi yang lebih adil. Program BPJS Kesehatan juga disarankan untuk memberikan

fleksibilitas yang lebih besar dalam pemilihan layanan kesehatan, tanpa terpaku pada sistem rujukan

berjenjang. Selain itu, integrasi pengobatan alternatif ke dalam program BPJS Kesehatan, sebagaimana

dilakukan NHI di Taiwan, juga disarankan.

......This thesis discusses the comparison of legal regulations for the National Health Insurance scheme

between Indonesia's Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), managed by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) under the BPJS Kesehatan program, and Taiwan's National Health Insurance (NHI). The two main

focuses of the research are the legal regulations governing the National Health Insurance schemes of both

countries and the comparison between the two schemes. This research is conducted using a juridical-

normative method and qualitative data analysis. The research results indicate that the JKN scheme in

Indonesia is regulated by Law Number 40 Year 2004 concerning the National Social Security System and

Law Number 24 Year 2011 concerning the Social Security Administering Body. Meanwhile, the National

Health Insurance in Taiwan, managed by the National Health Insurance Administration, is regulated by the

National Health Insurance Act Taiwan Year 1994. There are similarities and differences in aspects of

membership, health facilities and services, and funding sources in both schemes. Both the BPJS Kesehatan

program and the National Health Insurance implement mandatory membership and are funded through
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participant contributions, investment returns, and government fund allocations. However, there are

differences in the classification of membership and the flexibility of choosing health services in both

countries. This thesis suggests that the BPJS Kesehatan program should adopt the implementation of

additional premiums, the amount of which is determined based on each participant's financial condition, as

implemented by the Taiwan NHI, to create a fairer premium system. The BPJS Kesehatan program is also

advised to provide greater flexibility in choosing health services, without being tied to a tiered referral

system. Furthermore, the integration of alternative medicine into the BPJS Kesehatan program, as carried

out by the Taiwan NHI, is also suggested.


